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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum dan realitanya terkait 
keberadaan anak-anak di lokasi produsen dan pengkonsumsi miras di wilayah 
Sukoharjo serta upaya Kepolisian dalam perlindungan terhadapnya. Metode 
penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan jenis penelitian deskriptif. 
Sumber data terdiri dari data primer yaitu hasil wawancara dan data sekunder yaitu 
data hukum primer dan sekunder. Metode pengumpulan data dengan studi 
kepustakaan dan wawancara kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian 
menunjukkan perlindungan hukum terhadap anak diatur dalam Undang-Undang 
Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 20 dengan melibatkan pihak 
pemerintah, orang tua, dan masyarakat. Realita yang ada menunjukkan anak dan 
pengkonsumsi miras hidup berbaur dalam satu komunitas, di mana masyarakat atau 
orang dewasa ada yang membiarkan dan kurang memperdulikan dampak negatif dari 
lingkungan tersebut, sehingga terdapat anak yang ikut-ikutan mengkonsumsi miras. 
Upaya Kepolisian dalam perlindungan anak yakni dengan bekerjasama dengan 
masyarakat dalam bentuk sosialisasi dan memberi wewenang kepada masyarakat 
untuk menangani sendiri kasus peredaran miras di dalam lingkungannya sesuai 
dengan hukum yang berlaku, juga bekerjasama dengan lembaga pendidikan dengan 
sosialisasi dan pembinaan dan pencegahan anak dari pengaruh miras serta selalu 
melakukan patroli keamanan untuk meminimalisir kejahatan yang akan terjadi. 
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ABSTRACT 
This study aims to determine the legal protection and reality related to the presence of 
children in the location of producers and consuming alcohol in the region and efforts 
Sukoharjo Police in their protection. The method used is empirical juridical with 
descriptive research. The data source consists of primary data, interviews and 
secondary data is data of primary and secondary law. Data were collected by 
literature study and interviews and then analyzed qualitatively. The results showed 
the legal protection of children stipulated in the Child Protection Act No. 35 of 2014 
Article 20 to include government, parents, and community. Reality suggests children 
and consuming alcohol blend live in a community where there are people or adults 
who allow and less care about the negative impact of the environment, so that there 
are children who went along to consume alcohol. Efforts Police in child protection 
that is by working with the community in the form of socialization and empowers 
communities to manage their own cases circulation of alcohol in the environment in 
accordance with applicable law, also in cooperation with educational institutions with 
socialization and training and the prevention of children from the influence of alcohol 
and always conduct security patrols to minimize crime will occur. 




Indonesia adalah negara berdasar atas hukum, penegasan ini secara 
konstitusional terdapat dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 yang 
berbunyi: “Negara Indonesia berdasar atas hukum (Rechtsstaat), tidak berdasar 
atas kekuasaan belaka (Machtsstaat)”. Bahkan karena urgensi penegasan 
dimaksud, maka pada amandemen ke tiga Undang-Undang Dasar 1945 Tahun 
2001 ditegaskan kembali dalam Pasal 1 ayat (3) yang berbunyi: “Negara 
Indonesia adalah negara hukum”.1 
Anak adalah generasi penerus bangsa dan penerus pembangunan yang 
harus dijaga dan dilindungi, khususnya dari aspek hukum. Perlindungan hukum 
dapat diberikan dan diberlakukan terhadap anak demi menjaga dan melindungi 
kesejahteraan anak dimasa pertumbuhannya. Perlindungan di sini dapat diberikan 
dengan cara memberlakukan Undang-Undang Perlindungan Anak, yang di 
dalamnya memuat suatu peraturan-peraturan hukum yang mengatur tentang 
perlindungan hukum yang diberikan terhadap seorang anak, baik tindak pidana 
yang dilakukan anak sendiri, maupun perlindungan hukum yang di berikan 
terhadap anak dari perlakuan tindak pidana.  
Pembicaraan tentang anak dan perlindungannya tidak akan pernah 
berhenti, perlindungan anak berarti melindungi potensi sumber daya dan 
membangun manusia di Indonesia. Upaya perlindungan anak harus dimulai sejak 
dini, agar kelak dapat berpartisipasi secara optimal bagi pembangunan bangsa dan 
negara. Dalam Pasal 2 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Republik Indonesia 
Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. Kedua ayat tersebut 
memberikan dasar pemikiran bahwa perlindungan anak bermaksud untuk 
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mengupayakan perlakuan yang benar dan adil, untuk mencapai kesejahteraan 
anak.  
Objek dan subjek adalah pelayanan dan kegiatan perlindungan anak sama-
sama mempunyai hak dan kewajiban. Seseorang berhak untuk ikut serta secara 
tekun dan gigih dalam setiap kegiatan perlindungan anak, bahwa setiap anak itu 
wajar dan berhak mendapat perlindungan mental, fisik, dan sosial dari orang tua, 
anggota masyarakat dan negara.
2
 Perlindungan terhadap anak pada suatu 
masyarakat bangsa, merupakan tolak ukur peradaban bangsa tersebut, karenanya 
wajib diusahakan sesuai dengan kemampuan nusa dan bangsa. Kegiatan 
perlindungan anak merupakan suatu tindakan hukum yang berakibat hukum.
3
 
Oleh karena itu, perlu adanya jaminan hukum bagi kegiatan perlindungan anak. 
Kepastian hukum perlu diusahakan demi kegiatan kelangsungan perlindungan 
anak dan mencegah penyelewengan yang membawa akibat dampak negatif yang 
tidak diinginkan dalam pelaksanaan kegiatan perlindungan anak.
4
 
Perlindungan anak harus memiliki dua aspek. Aspek Pertama berkaitan 
dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai hak-hak anak, 
pidana anak, serta menyangkut pelaksanaan kebijakan peraturan tersebut. Aspek 
Kedua peran serta masyarakat dan orang tua dalam melindungi anak dari 
pengaruh pelaku tindak pidana atau korban dari tindak pidana. Tindak pidana atau 
pengaruh dari tindak pidana yang dapat mengakibatkan anak itu bisa meniru dan 
melakukan salah satunya adalah meminum minuman keras, pengaruh yang timbul 
dari lingkungan kususnya dari masyarakat akan member dampak atau dorongan 
kepada anak untuk melakukan dari apa yang dia lihat. Hal tersebut dapat memberi 
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pengaruh negatif yang besar bagi anak, kasus ini sering terjadi di kalangan 
masyarakat yang mayoritas penduduknya adalah pengkonsumsi miras dan sampai 
memproduksinya. Dalam peraturan perundang-undangan sudah dijelaskan bahwa 
masyarakat harus ikut serta dalam menjaga dan melindungi anak di masa tumbuh 
berkembang. Tetapi hal ini bukan menjaga melainkan mengajarkan atau memberi 
contoh kepada anak untuk berbuat atau melakukan suatu kejahatan tindak pidana 
yang nantinya akan merusak perkembangan fisik dan mental terhadap anak.  
Melihat kenyataan ini, maka polisi sebagai aparat penegak hukum di tuntut 
untuk melaksanakan kewajibannya sesuai wewenang yang dimiliki salah satunya 
memberikan sosialisasi untuk pencegahan tindak pidana dalam mengkonsumsi 
atau memproduksi miras. Meningkatnya masyarakat pengkonsumsi miras yang 
nantinya akan berakibat atau berdampak pada anak untuk melakukan hal tersebut, 
maka akan menambah pula tindakan kriminalitas di Indonesia. Karena akibat dari 
masyarakat yang mengkonsumsi miras dan memproduksinya di lingkungan umum 
maka aparat penegak hukum harus berani memberantas hal tersebut demi 
kesejahteraan masyarakat yang akan datang khususnya anak yang belum dewasa. 
Berdasarkan uraian di atas, maka penulis mengadakan penelitian dengan 
tujuan untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum dan realita perlindungan 
anak di lokasi produksi dan pengkonsumsi miras di Wilayah Sukoharjo dan apa 
yang dilakukan kepolisian dan upaya perlindungan anak di lokasi produksi dan 
pengkonsumsi miras di Wilayah Sukoharjo. 
Metode penelitian menggunakan metode pendekatan yuridis empiris 
dengan sifat penelitian deskriptif. Sumber data meliputi data primer yaitu 
wawancara dan data sekunder meliputi sumber hukum primer dan sekunder. 
Metode pengumpulan data dengan studi kepustakaan dan wawancara. Teknik 
analisis data menggunakan analisis kualitatif. 
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HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
Perlindungan Hukum terhadap Anak Terkait Keberadaan Mereka di 
Lingkungan Produksi dan Pengkonsumsi Miras 
Mulyana W. Kusumah dalam bukunya “Hukum dan Hak Anak-Anak” 
mengemukakan bahwa tanggal 20 Nopember 1958 disahkanlah “Deklarasi Hak 
Anak-Anak oleh Majelis umum PBB. Jiwa dokumen ini tercermin dalam 
mukadimah Deklarasi tersebut yang menyatakan antara lain, umat manusia 
berkewajiban memberikan yang terbaik bagi anak-anak.
5
 
Mengenai perlindungan anak yang dapat dikaitkan dengan keberadaan 
mereka di lingkungan produksi dan pengkonsumsi miras, dapat penulis uraikan 
sebagai berikut:    
Pertama, perlindungan yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 
terdapat pada Pasal 28B Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi: 
“Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta 
berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi” . Menurut Undang-
Undang Dasar 1945 ini menjelaskan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan 
hidup, tumbuh dan berkembang di masa pertumbuhannya. Dalam masa 
pertumbuhannya anak berhak mendapatkan atas perlindungan dari beberapa pihak 
untuk melindungi anak dari kekerasan dan diskriminasi atau pengaruh dan 
kegiatan negatif yang dapat mengganggu, mempengaruhi, dan merusak anak baik 
dari moral maupun psikis. 
Kedua, perlindungan yang diatur dalam KUHP terdapat dalam Pasal 300 
ayat 1 yang menjelaskan bahwa setiap orang diwajibkan untuk dapat memberikan 
perlindungan kepada anak dalam bentuk apapun khususnya dari pengaruh 
minuman keras, dan setiap orang siapapun yang sengaja memberikan atau 
memaksa khususnya anak untuk meminum minuman yang membuat mabuk, maka 
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akan terkena hukuman pidana penjara paling lama satu tahun. Di sini yang 
berperan aktif adalah masyarakat dan orang tua, maka untuk itu masyarakat dapat 
bertanggung jawab dalam menjaga dan melindungi anak dari miras.
6
 
Ketiga, perlindungan yang diatur dalam Undang-Undang Kesejahteraan 
Anak No. 4 Tahun 1979 Pasal 2 ayat (4), Pasal 9, Pasal 11 ayat (1), (2), (3) dan 
ayat (4) yang menjelaskan tentang kesejahteraan anak, di mana anak berhak 
mendapatkan perlindungan untuk terhindar dari sesuatu hal yang membahayakan 
atau menghambat dalam masa pertumbuhan anak salah satunya pengaruh hal-hal 
negatif khususnya pengaruh miras. Guna mencegah anak agar tidak mudah 
terpengaruh hal-hal negatif, orang tua wajib bertanggung jawab atas kesejahteraan 
anak baik secara rohani, jasmani, maupun sosial. Pemerintah dan masyarakat juga 
dapat berturut serta dalam mensejahterakan anak dengan melakukan pembinaan, 
pengembangan, pencegahan, dan rehabilitasi terhadap anak dan kegiatan-kegiatan 
lainnya yang bertujuan untuk mensejahterakan anak. 
Keempat, perlindungan yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan 
Anak No.35 Tahun 2014 pasal 76J ayat (2) yang menjelaskan bahwa setiap orang 
yang sengaja menempatkan atau membiarkan anak melakukan penyalahgunaan 
serta memproduksi alkohol dan zat adiktif lainnya. Di sini yang berperan aktif 
atau yang harus bertanggung jawab mencegah adalah setiap orang yang berada di 
sekitar lingkungan anak. Karena bentuk pengawasan atau perlindungan kepada 
anak tidak hanya lembaga atau instansi penegak hukum saja, melainkan 
masyarakat dan orang tua. 
Undang-Undang Peradilan Anak No. 11 Tahun 2012 dari hasil penelitian 
menyatakan undang-undang ini dikatakan memberikan perlindungan kepada anak, 
karena dari hasil survai langsung, ternyata polisi sebagai aparat penegak hukum 
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jika mengetahui anak yang melakukan tindak pidana atau melanggar aturan yang 
sudah ditetapkan, polisi tidak langsung memberikan hukuman sesuai undang-
undang atau aturan yang berlaku, namun polisi akan memberikan teguran, 
sosialisasi, bimbingan kepada anak yang melakukan tindak pidana tersebut. Polisi 
juga bekerja sama dengan masyarakat sekitar untuk selalu waspada terhadap anak 
nakal atau anak yang melanggar hukum. Masyarakat diberi wewenang untuk 
mengatasi atau mencegah anak yang melakukan tindak pidana, jika masyarakat 
tidak mampu maka pihak aparat baru turun tangan untuk mengatasi tindakan 
tersebut. 
 
Realita Perlindungan Anak di Lokasi Pengkonsumsi Miras di Wilayah 
Grogol Sukoharjo 
Berdasarkan penemuan atau penelitian yang penulis lakukan di wilayah 
Grogol tersebut masih banyak masyarakat yang mengkonsumsi miras. Setelah 
penulis meneliti pengaruh miras terhadap anak, ternyata anak yang berada di 
lingkungan miras tersebut masih banyak dijumpai, lebih buruknya lagi anak yang 
berada di kawasan lingkungan miras tersebut secara langsung melihat orang-orang 
dewasa atau masyarakatnya yang mengkonsumsi miras di muka umum bahkan 
ada yang sudah ikut terjerumus mengkonsumsi miras. 




Pertama, anak dan pengkonsumsi miras hidup berbaur dalam satu 
komunitas. Maksudnya adalah masyarakat yang mengkonsumsi miras sangat 
berdekatan dengan aktivitas anak sehari-hari. Bahkan pengkonsumsi miras 
melakukan perbuatan pelanggaran tersebut di tempat umum yang biasa dijumpai 
anak. Anak sendiri menganggap itu hal yang sudah biasa sering ia lihat dan orang 
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dewasapun sebagai pengkonsumsi miras juga menganggap hal itu biasa saja, 
apabila dilihat oleh anak yang masih di bawah umur dari situ anak yang tidak bisa 
menjaga dirinya sendiri mudah sekali akan terpengaruh dari pengkonsumsi miras. 
Sebagaimana Undang-Undang Perlindungan Anak No.35 Tahun 2014 Pasal 76J 
ayat (2) menjelaskan bahwa “Setiap orang dilarang dengan sengaja 
menempatkan, membiarkan anak dalam penyalahgunaan, serta produksi dan 
distribusi alkohol dan zat adiktif lainnya”. Pasal ini belum ada sanksi yang 
menjatuhi hukuman bagi orang yang sengaja membiarkan anak dalam 
penyalahgunaan serta produksi dan distribusi alkohol, di dalam pasal tersebut 
hanya mempertegas larangan untuk setiap orang yang melanggarnya. 
Kedua, masyarakat atau orang dewasa membiarkan anak berada di 
kawasan miras dan tidak memperdulikan dampak negatifnya. Berdasarkan hasil 
penelitian penulis menemukan, masyarakat membiarkan anak yang berada di 
kawasan miras. Mereka beranggapan mereka masih anak kecil dan tidak tau apa 
itu miras.
8
 Justru anak yang masih kecil dan di bawah umur itu yang sangat 
mudah mendapatkan pengaruh. Tetapi orang dewasa yang sebagai pengkonsumsi 
miras, justru membiarkan hal itu terjadi pada anak tanpa memikirkan hal negatif 
yang timbul kepada anak setelah anak melihat orang dewasa mengkonsumsi 
miras.  
Sebagaimana Pasal 59 ayat (1) dan ayat (2) huruf e Undang-Undang 
Nomor 35 Tahun 2014 menjelaskan bahwa: ”Pemerintah, Pemerintah Daerah, 
dan Lembaga Negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk 
memberikan Perlindungan Khusus kepada Anak”. “Perlindungan Khusus kepada 
Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada: Anak yang menjadi 
korban penyalahgunaan narkotika, alkohol psikotropika, dan zat adiktif lainnya”. 
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Pasal ini tidak menjelaskan sanksi, namun berbicara mengenai tugas serta 
wewenang pemerintah atau lembaga negara lainnya untuk dapat bertanggung 
jawab memberikan perlindungan kepada anak. Di dalam pasal ini perlindungan 
yang di berikan kepada anak adalah terhadap anak yang menjadi korban 
penyalahgunaan narkotika, alkohol psikotropika, dan zat adiktif lainnya. 
Ketiga, anak aktif mengkonsumsi miras. Apa yang dilihat oleh anak, 
mudah sekali mempengaruhi perilaku anak. Ketika penulis melakukan wawancara 
langsung kepada anak di wilayah Grogol yang pernah mengkonsumsi miras, 
menyatakan bahwa ia mengkonsumsi miras karena ia sering melihat orang tua 
sendiri dan masyarakat juga mengkonsumsi miras, sehingga anak tersebut meniru 
atau terpengaruh oleh perbuatan yang dilakukan oleh orang tua dan orang 
dewasa.
9
 Sebagaimana Undang-Undang Perlindungan Anak No.35 Tahun 2014 
Pasal 1 angka 12 menjelaskan bahwa “Hak anak adalah bagian dari hak asasi 
manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh Orang Tua, Keluarga, 
Masyarakat, Negara, Pemerintah, dan Pemerintah daerah”. Pada pasal tersebut 
tidak ada sanksi atas pelanggaran ini, namun hanya menjelaskan pemenuhan hak 
anak untuk mendapat jaminan perlindungan oleh orang tua, masyarakat, dan 
negara. 
Berdasarkan hasil temuan penulis, berkaitan dengan Undang-Undang 
Perlindungan Anak No. 35 Tahun 2014 Pasal 76A huruf a bahwa 
“Memperlakukan Anak secara diskriminatif yang mengakibatkan Anak 
mengalami kerugian, baik materiil maupun moril sehingga menghambat fungsi 
sosialnya”. Pasal ini menjelaskan bahwa setiap orang dewasa tidak diperbolehkan 
                                                          
9




membiarkan anak mengalami kerugian, yang dimaksud orang dewasa di dalam 
pasal ini adalah masyarakat dan orang tua, karena jika dibiarkan, maka anak akan 
mengalami kerugian dan menghambat fungsi sosialnya yang salah satunya adalah 
masa tumbuh berkembangnya. Kerugian yang dialami oleh anak adalah kerugian 
fisik, mental, dan syaraf serta organ tubuh lainnya, sedangkan fungsi sosialnya 
menjadikan anak mengalami rasa minder atau tidak percaya diri pada saat 
berinteraksi dengan masyarakat sekitarnya. 
 
Upaya yang Dilakukan Kepolisian dalam Perlindungan Anak pada Lokasi 
Pengkonsumsi Miras di Wilayah Sukoharjo 
Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Kepolisian Sukoharjo, peran 
dan upaya yang dilakukan pihak Kepolisian, antara lain:
10
 
Pertama, bekerjasama dengan masyarakat. Pihak Kepolisian mengadakan 
sosialisasi kepada masyarakat mengenai perlindungan anak yang berkaitan 
pengaruh miras terhadap anak yang berada di lingkungan produsen miras. Di 
samping itu masyarakat diberi wewenang untuk menangani sendiri kasus 
peredaran miras di dalam lingkungannya sesuai dengan hukum yang berlaku, dan 
jika tidak bisa terselesaikan maka dapat melapor kepada pihak Kepolisian 
kemudian Pihak Kepolisian mengambil tindakan untuk menangani permasalahan 
tersebut. 
Kedua, bekerjasama dengan lembaga pendidikan. Bentuk kerjasama 
dengan lembaga pendidikan meliputi kerjasama dengan Dinas Pendidikan 
Sukoharjo, kepala sekolah dan guru yang berada di setiap sekolah untuk 
melakukan sosialisasi dan pembinaan guna melakukan pencegahan anak-anak dari 
pengaruh miras dan tindakan kriminal lainnya. 
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Ketiga, pihak Kepolisian juga melakukan patroli guna mengkondisikan 
keadaan yang ada di lingkungan agar tidak terjadi perbuatan-perbuatan yang 
melanggar hukum dan meminimalisir kejahatan-kejahatan yang terjadi. 
Berdasarkan Undang-Undang Tentang Kesejahteraan Anak No.4 Tahun 1979 
Pasal 11 ayat (4) “Pemerintah mengadakan pengarahan, bimbingan, bantuan, dan 
pengawasan terhadap usaha kesejahteraan anak yang dilakukan oleh 
masyarakat”. Pasal tersebut menjelaskan yang dimaksud Pemerintah yang 
menyangkut peran dari pihak Kepolisian untuk mengadakan pengarahan, 
bimbingan, dan bantuan serta pengawasan dalam usaha mensejahterakan anak, 
dilakukan masyarakat adalah masyarakat juga ikut berperan serta dan bertanggung 
jawab dalam mensejahterakan Anak, maka pihak kepolisian juga memberikan 
wewenang atau tanggung jawab kepada masyarakat untuk ikut serta. Hal tersebut 
dijelaskan dalam Undang-undang Perlindungan Anak No.35 Tahun 2014. 
Pasal 59 ayat (1) menyatakan “Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan 
lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan 
Perlindungan Khusus kepada Anak.” Pasal tersebut menjelaskan bahwa pihak 
pemerintah, pemerintah daerah, dan atau lembaga lainnya memberikan 
perlindungan terhadap anak dalam arti khusus adalah memberikan perlindungan 
hukum terhadap anak. Salah satunya adalah pihak kepolisian serta pihak sekolah 
yang melakukan kerja sama untuk memberikan perlindungan anak dari pengaruh 
negatif. Pihak polisi juga membangun kesadaran kepada lingkungan 
pengkonsumsi miras untuk melakukan pencegahan. Karena miras sendiri 
dampaknya sudah besar, jika anak yang sudah terjerumus ke miras, maka 
selanjutnya akan ke narkoba. Dijelaskan dalam Undang-undang Perlindungan 
Anak No.35 Tahun 2014 Pasal 76J ayat (2) bahwa “Setiap orang dilarang dengan 
sengaja menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan, Anak 
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dalam penyalah-gunaan, serta produksi dan distribusi alkohol dan zat adiktif 
lainnya.”  
Terjadinya kekerasan anak terhadap anak bahkan sampai menyebabkan 
kematian yang berada di wilayah Sukoharjo juga disebabkan karena pengaruh 
miras. Anak yang masih di bawah umur dan bersekolah  dasar sudah 
mengkonsumsi miras dan akhirnya timbul tindak pidana kekerasan yang 
menyebabkan rugi temannya sendiri. Keterangan tersebut berkaitan dengan 
Undang-undang Perlindungan Anak No. 35 Tahun 2014 Pasal 59 ayat (2) huruf e 
menyatakan bahwa “Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, 
alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.” Pasal ini menjelaskan bahwa anak 
bisa saja menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat 
adiktif. Keterangan di atas menjelaskan bahwa kekerasan anak terhadap anak juga 
terpengaruh dari alkohol, dan mengakibatkan kematian. Pengaruh anak dari miras 
tidak hanya dari lingkungan yang penduduknya pengkonsumsi miras namun bisa 
juga dari produksi atau pembuatnya, maka untuk dari itu, pengawasan kepada 
anak harus lebih terjaga agar tidak terjadi hal-hal yang merugikan.  
Khusus bentuk penanganan terhadap anak bahwa segala macam kekerasan, 
kejahatan, kriminalitas termasuk anak yang terpengaruh kedalam miras dapat 
terjadi kapanpun dan di manapun. Memang kawasan lingkungannya berada di 
lingkungan miras, sebisa mungkin tidak diselesaikan secara hukum, kami 
mengacu pada kegiatan-kegiatan positif yang dapat dilakukan untuk mencegah 
tindakan tersebut tidak terulang kembali.  Jika masih dapat dibina dan diarahkan, 
maka kami akan mengarahkan ke sebuah kegiatan yang positif, salah satunya 
mengadakan lomba PKS, Da’i anak, PMR, dan kegiatan-kegiatan positif lainnya 
yang berkaitan dengan anak serta remaja itu salah satu cara kami mencegah 
terjadinya tindak pidana atau kriminalitas terhadap anak dan remaja. Hal tersebut 
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lebih efektif dari pada proses hukum, dan dapat mencegah kegiatan anak serta 






Pertama, perlindungan hukum terhadap anak terkait keberadaan mereka di 
lokasi produksi dan pengkonsumsi miras sudah di atur dalam Undang-Undang 
Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 20 yang dapat menjadi dasar 
pencegahan atau melindungi anak dari pengaruh miras. Pihak pemerintah, orang 
tua, dan masyarakat merupakan bagian dari perlindungan anak yang berperan aktif 
dalam memberikan perlindungan kepada anak. Anak wajib diberikan 
perlindungan karena anak yang masih di bawah umur mudah sekali terpengaruh 
dalam hal apapun. Jadi perlindungan anak bukanlah tanggung jawab negara atau 
orang tua saja, melainkan harus diselenggarakan secara bersama oleh negara, 
pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua agar pelaksanaan perlindungan 
anak yang efektif, rasional positif bertanggung jawab dan bermanfaat dapat 
tercapai. 
Kedua, berdasarkan hasil penelitian penulis menemukan beberapa realita 
pelanggaran perlindungan anak yang berada pada lingkungan pengkonsumsi miras 
di Grogol maupun produsen miras di Bekonang antara lain: (1) Anak dan 
pengkonsumsi miras hidup berbaur dalam satu komunitas, maksudnya adalah 
masyarakat yang mengkonsumsi miras sangat berdekatan dengan aktivitas anak 
sehari-hari. Bahkan pengkonsumsi miras melakukan perbuatan pelanggaran 
tersebut di tempat umum yang biasa dijumpai anak. Anak sendiri menganggap itu 
hal yang sudah biasa sering ia lihat dan orang dewasapun sebagai pengkonsumsi 
miras juga menganggap hal itu biasa saja, apabila dilihat oleh anak yang masih di 
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Sri Suwarsih, Kasat Binmas Polres Sukoharjo, Wawancara Pribadi, Sukoharjo, tanggal 10 
November 2015, pukul 09.00 WIB. 
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bawah umur dari situ anak yang tidak bisa menjaga dirinya sendiri mudah sekali 
akan terpengaruh dari pengkonsumsi miras, (2) Masyarakat atau orang dewasa 
membiarkan anak berada di kawasan miras dan tidak memperdulikan dampak 
negatifnya. Anak yang masih kecil dan di bawah umur sangat mudah 
mendapatkan pengaruh dari luar, namun orang dewasa sebagai pengkonsumsi 
miras, justru membiarkan hal itu terjadi pada anak tanpa memikirkan hal negatif 
yang timbul kepada anak setelah anak melihat orang dewasa mengkonsumsi 
miras, dan (3) Anak aktif mengkonsumsi miras. Apa yang dilihat oleh anak, 
mudah sekali mempengaruhi perilaku anak. Ia mengkonsumsi miras karena ia 
sering melihat orang tua sendiri dan masyarakat juga mengkonsumsi miras, 
sehingga anak tersebut meniru atau terpengaruh oleh perbuatan yang dilakukan 
oleh orang tua dan orang dewasa. 
Ketiga, upaya yang dilakukan pihak kepolisian dalam memberikan 
perlindungan kepada anak di lokasi pengkonsumsi maupun produsen miras 
berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Kepolisian antara lain:  
(1) Bekerjasama dengan masyarakat,  (2) Bekerjasama dengan lembaga 
pendidikan, dan (3)  Melakukan patroli keamanan guna mengkondisikan keadaan 
yang ada di lingkungan agar tidak terjadi perbuatan-perbuatan yang melanggar 
hukum dan meminimalisir kejahatan-kejahatan yang terjadi. 
 
Saran  
Pertama, bagi orang tua, disebabkan orang yang pertama kali dikenal 
seorang anak dari sejak lahir hingga dewasa, hendaknya selaku orang tua menjaga 
dan melindungi anak dalam hal apapun. Tingkatkan terus pengawasan serta 
didikan yang dapat membentuk kepribadian, akhlak, dan tingkah laku anak pada 
masa pertumbuhannya, agar anak dapat tumbuh berkembang dengan baik. 
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Kedua, bagi masyarakat, masyarakat adalah bagian dari anak, adanya anak 
ada juga lingkungan, lingkungan yang baik akan menciptakan masyarakat yang 
baik pula. Masyarakat juga mempunyai wewenang dalam hal menjaga serta 
melindungi anak, mengadakan TPA, pengajian, dan kegiatan kerohanian lainnya 
itu sangat penting dan berguna bagi anak. Masyarakat dapat mempertahankan 
kegiatan tersebut, jika perlu ditambah kegiatan-kegiatan positif lainnya antara 
anak dan semua masyarakat agar anak terhindar dari pengaruh negatif.  
Ketiga, bagi pihak kepolisian, hendaknya keamanan, ketertiban, dan 
pengawasan dalam melindungi anak dapat dipertahankan dengan mengadakan 
kegiatan-kegiatan positif itu dapat mencegah anak untuk melakukan hal-hal 
negatif atau yang melanggar hukum khususnya mengkonsumsi miras, 
bersosialisasi serta bekerja sama dengan masyarakat dan tiap-tiap sekolahan dapat 
dilakukan secara rutin, agar anak selalu mendapat motivasi. 
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